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Abstract
Background: The incidence of fires in the city of Semarang is increasing every year. Fire is de-
stroying everything that has been built for years and destroyed in an instant, a disaster that is 
quite feared by the community, can happen anytime anywhere regardless of time and place. Even 
the incidence of fires is increasing day by day both in terms of quantity and quality. The purpose 
of this study was to find out about the application of fire prevention and control management 
based on the Regulation of the Minister of Public Works Number 20/PRT/M/2009 at the Sema-
rang City Fire Department. 
Methods: This type of research is descriptive research with a qualitative approach. Sources of 
informants in this research are the field of prevention, the field of facilities and infrastructure 
and the field of operations and rescue. Instruments used in observational research, in-depth in-
terviews. 
Results: The results of the study indicate that the water supply is in accordance with regulations 
but access is still lacking, water fire is in accordance with regulations, there is no application of 
the use of hydrants, fire posts are evenly distributed in each sub-district, have collaborated with 
police agencies, hospitals and PLN, the amount of water needed is determined by instinct not in 
accordance with regulations. SATLAKAR and education have not been carried out evenly. 
Conclusion: The implementation of prevention and control management based on the Regula-
tion of the Minister of Public Works Number 20/PRT/M/2009 at the Semarang City Fire Depart-
ment has been implemented and some has not been implemented so that it needs to be further 
improved in the field of prevention, infrastructure, and operations and rescue.
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Pendahuluan
Kebakaran membuat segala yang telah 

dibangun selama bertahun-tahun rusak dan 
pusnah dalam sekejap, kebakaran merupakan 
bencana yang cukup ditakuti oleh masyarakat, 
bisa terjadi kapan saja dimana saja tanpa 
mengenal waktu dan tempat (Pratama & 
Roza, 2019). Menurut laporan National Fire 
Protection Association (NFPA) tahun 2019 
di Amerika angka kejadian kebakaran masih 
tinggi yakni sebesar 1.291.500 kasus kebakaran 
yang mengakibatkan 3.704 penduduk 
meninggal, 16.600 mengalami cidera, dan 
kerusakan properti sebesar $ 14,8 miliar 
(Kenter, 1990). Muchtar (2016) menjelaskan 
bahwa Data kejadian kebakaran di Indonesia 
berdasarkan Badan Nasional Penanggulangan 
Kebakaran (BNPB) pada tahun 2011 sampai 
2015 adalah sebanyak 979 kejadian kebakaran 
31 diantaranya adalah kebakaran yang terjadi 
pada gedung pabrik, perkantoran, gedung 
sekolah dan hotel. (Muchtar et al., 2016). Data 
kejadian kebakaran di Indonesia berdasarkan 
rekapitulasi luas kebakaran hutan dan 
lahan (Ha) pada tahun 2016 ialah terhitung 
438.363,19, tahun 2017 terhitung 2 165.483, 
92, tahun 2018 terhitung 529.266,64, tahun 
2019 terhitung 1.649.258,00 kejadian, dan 
pada tahun 2020 terhitung 296.942,00 kejadian 
kebakaran. (Kementrian Lingkungan Hidup 
& Kehutanan, 2019). Data kejadian kebakaran 
di Jawa Tengah berdasarkan rekapitulasi luas 
kebakaran hutan dan lahan (Ha) pada tahun 
2017 kejadian kebakaran sebanyak 6.028,48, 
tahun 2018 terhitung sebanyak 331,67, 
tahun 2019 terhitung 4.782, dan pada tahun 
2020 terhitung 7.516 kejadian kebakaran 
(Kementrian Lingkungan Hidup & Kehutanan, 
2019). 

Data Kejadian kebakaran di Kota 
Semarang pada tahun 2019 angka kejadian 
kebakaran sebesar 469 kasus, kejadian 
kebakaran yang mengakibatkan 3 penduduk 
meninggal, 3 orang petugas mengalami cidera, 
3 penduduk mengalami cidera, dan kerusakan 
property sebesar 84.931.100.000. Pada tahun 
2020 jumlah kejadian kebakaran sebesar 142 
kasus kebakaran diantaranya luka berat 3 
orang, luka ringan 3 orang dan kerusakan 
properti sebanyak Rp. 8.919.230.000,00,-. 
(Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, 

n.d.). Hal ini menunjukkan bahwa kejadian 
kebakaran di Kota Semarang termasuk masih 
tinggi sehingga harus dilakukan pencegahan 
dan penanggulangan kebakaran untuk 
meminimalisasi bencana tersebut. Kebijakan 
mengenai Manajemen pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran di Dinas Pemadam 
Kebakaran menggunakan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2009 
tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi 
Kebakaran di Perkotaan. Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2009 
tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi 
Kebakaran di Perkotaan Pasal 1 ayat 1 
berisi tentang bahwa Manajemen Proteksi 
kebakaran di perkotaan adalah segala upaya 
yang menyangkut sistem organisasi, personil, 
sarana dan prasarana, serta tata laksana untuk 
mencegah, mengeliminasi serta meminimalisasi 
dampak kebakaran dibangunan gedung, 
lingkungan dan kota. 

Berdasarkan studi pendahuluan 
Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah 
Kota Semarang bahwa Pencegahan dan 
Penanggulangan kebakaran yang dilaksanakan 
di Dinas Pemadam Kebakaran di Kota 
Semarang telah menerapkan Pedoman sesuai 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik 
Indonesia Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor: 20/PRT/2009 Tentang Pedoman 
Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di 
Perkotaan akan tetapi penerapan yang telah 
dilakukan atau diterapkan memiliki beberapa 
kendala atau masalah yang belum diterapkan 
yaitu seperti ; (1) Prasarana dan sarana 
penyediaan air kebakaran atau pasokan air 
keperluan pemadam kebakaran aksebilitasnya 
masih sulit untuk dijangkau. (2) Prasarana 
dan sarana Hydrant belum ada pengecekan 
dan pemeliharaan; (3) Sarana Pencegahan 
seperti Pembinaan Masyarakat melakukan 
penyuluhan dan edukasi ke publik masih 
ada kendala dikarenakan selama pandemi 
COVID-19 penyuluhan dan edukasi ke 
masyarakat dihentikan; (4) Telatnya petugas 
dinas pemadam kebakaran ke tempat kejadian 
peristiwa. 

Pemadam Kebakaran adalah petugas 
atau dinas yang dilatih dan bertugas 
untuk menanggulangi kebakaran. Petugas 
pemadam kebakaran selain terlatih untuk 
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menyelamatkan korban dari kebakaran. Fungsi 
pemadam kebakaran ialah merumuskan 
kebijakan teknis bidang pencegahan dan 
penanggulang kebakaran, melaksanakan tugas 
teknis operasional dibidang pencegahan dan 
penanggulangan kebakaran, melaksanakan 
pelayanan administratif (Hidayat & Nasution, 
2013). Penanggulangan Bahaya Kebakaran 
memiliki 4 aspek yaitu aspek pengawasan, 
keamanan, ketersediaan sarana dan prasarana, 
dan kesesuaian prosedur (Harera & Hidayat, 
2018). Daerah resiko kebakaran tinggi adalah 
daerah yang kepadatan bangunannya tinggi 
dengan bahan yang mudah terbakar seperti 
kayu dan bahan campuran juga tidak dilintasi 
jalan arteri maupun kolektor hanya dilintasi 
jalan local (Taridala et al., 2017)

Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 
bahwa Perencanaan lokasi Pos Pemadam 
Kebakaran dalam Wilayah Manajemen 
Kebakaran (WMK) ditentukan berdasarkan 
standar waktu tanggap (Response-time) 
terhadap pemberitahuan kebakaran di wilayah 
tersebut. Prasarana dan sarana proteksi 
kebakaran dapat berupa seperti Pasokan 
air untuk keperluan pemadam kebakaran 
diperoleh dari sumber alam seperti kolam 
air, danau, sungai, jeram, sumur dalam dan 
saluran irigasi; maupun buatan seperti tangki 
air, tangki gravitasi, kolam renang, air mancur, 
reservoir, mobil tangki air dan hidran. Setiap 
pemerintah kota berkewajiban mengadakan, 
merawat dan memelihara hidran kebakaran 
kota, penggunaan air hidran untuk pemadaman 
kebakaran tidak boleh dikenakan biaya 
pungutan. Manajemen Proteksi Kebakaran 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 20/PRT/M/2009 bahwa 
Manajemen proteksi kebakaran di perkotaan 
adalah segala upaya yang menyangkut sistem 
organisasi, personil, sarana dan prasarana, serta 
tata laksana untuk mencegah, mengeliminasi 
serta meminimalisasi dampak kebakaran di 
bangunan gedung, lingkungan dan kota. 

Pengaturan manajemen proteksi 
kebakaran di perkotaan dimaksudkan untuk 
mewujudkan bangunan gedung, lingkungan, 
dan kota yang aman terhadap bahaya kebakaran 
melalui penerapan manajemen proteksi bahaya 
kebakaran yang efektif dan efisien.Manajemen 

Pencegahan Kebakaran Berdasarkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 menjelaskan bahwa fungsi 
manajemen pencegahan kebakaran adalah 
pemeriksaan desain sistem proteksi kebakaran 
bangunan gedung dan lingkungan bangunan 
dalam proses perizinan, pemeriksaan berkala 
dalam rangka menjamin dan mempertahankan 
terpeliharanya bangunan gedung dan 
lingkungan bangunan dari ancaman bahaya 
kebakaran dan penyalahgunaan penggunaan 
bangunan gedung dan edukasi publik.  
Manajemen Penanggulangan Kebakaran 
penerapan prefire plan yang telah disusun 
dan disimulasikan terhadap kejadian yang 
sebenarnya sesuai dengan strategi dan taktik 
yang harus digunakan. Terhadap lingkungan 
bangunan dan bangunan gedung yang belum 
mempunyai pre-fire plan, komandan lapangan 
harus menerapkan evaluasi situasi (size-up) 
terlebih dahulu sebelum mengembangkan 
strategi dan taktik pemadaman kebakaran. 
Menjalankan seluruh fungsi-fungsi pendukung 
seperti memudahkan jalur pencapaian lokasi 
kebakaran melalui koordinasi dengan Polisi 
Lalu Lintas dan DLLAJR, Mengamankan 
lokasi kebakaran (oleh polisi atau hansip), 
Utilisasi semua sumber air kebakaran yang 
tersedia. Manajemen Penyelamatan (Rescue) 
berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 20/PRT/M/2009 bahwa 
fungsi manajemen dalam penyelamatan 
(rescue) adalah pemberian pelayanan untuk 
memperkecil korban dan kerugian harta benda 
akibat kebakaran dan bencana lainnya, dalam 
bentuk Pelayanan evakuasi dan pertolongan 
pertama dari tempat kejadian, bekerjasama 
dengan instansi terkait untuk melakukan 
pertolongan. Fungsi penyelamatan (rescue) 
pada Daerah yang tidak ada instansi pemadam 
kebakaran dapat dilaksanakan oleh Masyarakat/
Satuan Relawan Kebakaran (Satlakar) yang 
telah dibentuk. 

Setiap pelaksanaan kegiatan tersebut di 
atas tertuju pada sasaran yaitu mempersiapkan 
penduduk, petugas termasuk tim medis serta 
instansi terkait, dan peralatannya untuk 
mencapai basis penyelamatan kebakaran yaitu: 
memindahkan orang dari lokasi bencana 
ke tempat yang aman, mencegah timbulnya 
kebakaran, mengurangi kerugian harta benda 
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dan jiwa pada saat kebakaran dan bencana lain, 
melokalisasi penjalaran api dan memadamkan 
kebakaran. Satlakar merupakan wadah 
partisipasi masyarakat dalam rangka mengatasi 
ancaman bahaya kebakaran dan bagian dari 
pelayanan pemadaman kebakaran pada 
lingkungan padat hunian, rumah susun dan 
pasar. Fungsi utama Satlakar adalah memberikan 
informasi kejadian kebakaran kepada Dinas 
Kebakaran dan melakukan pemadaman dini 
sebelum Dinas Kebakaran datang ke tempat 
terjadinya kebakaran (Pratama & Roza, 2019). 
Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 20/PRT/M/2009 menjelaskan 
bahwa Satlakar adalah suatu organisasi sosial 
berbasis masyarakat yang bersifat nirlaba yang 
secara sukarela berpartisipasi mewujudkan 
keamanan lingkungan dari bahaya kebakaran 
dan bencana lainnya. Penelitian ini memiliki 
tujuan utama yaitu mengetahui penerapan 
manajemen pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran Berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 di 
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang.

Metode
Jenis penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Semarang. Instrumen 
penelitian menggunakan wawancara 
mendalam dan observasi. Sumber Informan 
dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik 
purposive sampling. Sumber informan utama 
dalam penelitian ini adalah berjumlah 3 
orang yang terdiri atas Kepala bagian bidang 
pencegahan, 1 pegawai di bagian bidang sarana 
dan prasarana dan kepala bidang operasional 
dan penyelamatan. Teknik analisis data dengan 
cara mereduksi data, mendisplay data, dan 
kesimpulan. 

Hasil dan Pembahasan 
Penerapan manajemen pencegahan 

dan penanggulangan kebakaran berdasarkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 di Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Semarang berdasarkan hasil wawancara 
yang didapatkan bahwa belum ada yang 
memenuhi di Dinas tersebut. Pencegahan 
kebakaran merupakan usaha yang penting dan 

esensial karena pencegahan merupakan langkah 
awal dalam upaya memanajemen kebakaran 
sehingga dapat menekan potensi kebakaran 
seminim mungkin disertai dengan upaya 
pengendalian secara terpadu dan menyeluruh. 
(Pemadam & Kabupaten, 2020). Penerapan di 
Bidang pencegahan untuk kegiatan edukasi 
dan SATLAKAR ke masyarakat sudah ada yang 
dilakukan akan tetapi masih ada hambatan 
yaitu sumber daya manusia sehingga tidak 
merata. Penerapan manajemen pencegahan 
di dinas pemadam kebakaran ada yang sesuai 
dengan peraturan yaitu seperti kegiatan 
edukasi di dinas pemadam kebakaran sudah 
sesuai dengan peraturan sasarannya ialah TK, 
SD, SMP, SMA dan Perusahaan. Perusahaan itu 
pihak perusahaan yang menghubungi ke dinas 
pemadam kebakaran untuk datang mengujungi 
perusahaan tersebut. Kegiatan edukasi yang 
sasaran TK, SD, SMP dan SMA pihak sekolah 
yang menghubungi pihak Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Semarang untuk mengunjungi 
ke kantor dinas pemadam kebakaran kota 
semarang untuk melakukan edukasi. Edukasi 
harus dimulai di sekolah dasar dengan informasi 
yang disajikan untuk masyarakat umum selama 
musim panas, musim semi terutama di musim 
gugur dikarenakan kemungkinan terjadi 
pembakaran. (Backen et al., 2021).  

Studi masa depan dan program 
pendidikan harus memeriksa kembali 
bagaimana bahaya, risiko kesehatan, dan niat 
perilaku mungkin berubah dengan evolusi 
kemakmuran ekonomi dan praktik gaya hidup 
(Chan et al., 2018). Satuan Relawan Kebakaran 
(SATLAKAR) berdasarkan hasil penelitian 
informan menjelaskan bahwa kegiatan 
(SATLAKAR) di kota semarang belum 
dilakukan di sekelurahan Kota Semarang. Kota 
Semarang memiliki 177 kelurahan sedangkan 
pihak Dinas Pemadam Kota Semarang telah 
melakukan kegiatan SATLAKAR sejumlah 
15 kelurahan yang mana mengirimkan 10 
pasukan atau relawan tiap kelurahan pada 
tahun 2021 sehingga tidak sesuai dengan 
pedoman. Informan menjelaskan bahwa 
pada tahun 2021 kegiatan satuan relawan 
kebakaran (SATLAKAR) memang dilakukan 
sedikit dikarenakan adanya pandemi covid-19 
sehingga untuk kegiatan ke masyarakat 
harus dikurangkan. Penerapan kegiatan 
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pemadaman kebakaran juga memberdayakan 
masyarakat sekitaran dengan membentuk 
satuan relawan kebakaran atau SATLAKAR 
yang dikoordinasikan melalui pemberdayaan 
masyarakat (Husna & Gemilang, 2020)

Menurut Iasha (2020) menjelaskan sarana 
adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai alat 
dalam mencapai tujuan tertentu sedangkan 
prasarana adalah segala yang merupakan 
penunjang terselenggaranya suatu proses atau 
usaha pembangunan proyek dan sebagainya 
(Iasha, 2020). Bidang Sarana dan Prasarana 
ada beberapa hal yang belum diterapkan yaitu 
pasokan air akses jalannya masih sulit, belum 
adanya kegiatan pengecekan hidran, lokasi 
letak hidran, pemeliharaan hidran, sumber air 
hidran, label/tanda/rambu penyediaan air di 
Kota Semarang. Bidang Sarana dan Prasarana  
yang sudah diterapkan yaitu Alat Pelindung 
Diri (APD) sudah lengkap, sumber pasokan air 
yang digunakan sudah sesuai, bahan pemadam 
air seperti APAR, Pos Kota Semarang sudah 
tersebar di tiap kecamatan. Berdasarkan hasil 
lembar observasi serta data menjelaskan 
bahwa untuk peralatan perlengkapan, dan 
Alat Pelindung Diri (APD) yang digunakan 
di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
sudah mencukupi, memadai, sudah lengkap. 
Pasukan Dinas Pemadam Kebakaran ketika 
bertugas pasukan sudah memakai (APD) untuk 
terhindar terpaparnya api kebakaran sehingga 
ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Perkerjaan Umum  Nomor 20/PRT/2009. 

Griffin (2021) menjelaskan bahwa 
Pemadam kebakaran harus menerapkan 
strategi APD untuk mengurangi paparan 
karsinogen, untuk terhindar pada paparan 
inhalasi dan kulit. (Griffin & Moore, 2021). 
Penerapan Manajemen di Sarana dan Prasarana 
di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
berdasarkan hasil wawancara mengenai 
pasokan air yang digunakan di Dinas Pemadam 
kebakaran dari sumur, PDAM, sungai, kolam 
air, danau dan bak tandon sebagai tempat 
pasokan air sehingga dapat disimpulkan sudah 
sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009. 
Lee (2021) menjelaskan bahwa Pasokan air 
yang cukup untuk pemadam kebakaran sangat 
penting untuk respons yang efektif terhadap 
perkotaan kebakaran, sehingga mengurangi 

bahaya kebakaran (Lee et al., 2021).Di Dinas 
Pemadam Kebakaran Kota Semarang sumber 
pemadaman kebakaran bukan hanyai air saja 
akan tetapi ada sumber yang lain seperti foam 
dan APAR sehingga sudah sesuai juga dengan 
pedoman peraturan. Handoko (2017) dalam 
penelitiannya menjelaskan bahwa APAR (Alat 
Pemadam Api Ringan) adalah alat yang ringan 
serta mudah dilayani oleh satu orang orang 
untuk memdamkan api pada mula terjadi 
kebakaran. (Handoko et al., 2017). Menurut 
Lestari (2019) air pemadam kebakaran adalah 
sebuah pasokan air (volume, debit dan tekanan 
dari air pemadam kebakaran) yang disediakan 
untuk suatu tempat untuk tujuan pemadam 
kebakaran (Lestari, 2019). 

Pos dinas pemadam kebakaran 
semarang tiap kecamatan ada pos yang terdekat 
jumlahnya ada 8 pos dinas pemadam kebakaran 
yaitu pos induk, pos tugu, pos lamongan, pos 
terboyo, pos banyumanik, pos mijen, pos 
barito, pos gunungpati. Pelayanan petugas 
pemdam kebakaran erat hubungannya dengan 
letak pos pemadam kebakaran apabila letak 
pos strategis maka petugas akan lebih mudah 
menjangkau tempat kejadian kebakaran untuk 
melakukan pemadaman. (Purwanti, 2015). Pos 
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
tiap pos itu tersedia bak tandon untuk pasokan 
air untuk memadami kebakaran ini juga 
sudah sesuai dengan peraturan. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis 
Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan 
menyatakan bahwa daerah yang yang terbangun 
dan dihuni harus mendapat perlindungan dari 
pos terdekatnya berada dalam jarak 2,5 km 
pos pembantu dan 3,5 km untuk pos UPTD. 
Menurut Agus Sarwono (2011) menjelaskan 
bahwa berdasarkan Kepmeneg Pekerjaan 
Umum No. 11/KPTS/2000 mensyaratkan 1 
pos maksimum melayani 3 wilayah layanan 
ditentukan berdasarkan oleh respons time 
dengan jangkauan maksimum 2,5 km 
(Sarwono, 2011). 

Hidran di Kota Semarang belum 
dilakukan pemeliharaan, perawatan dan 
memberi label atau tanda titik lokasi hidran 
dikarenakan petugas pemadam kebakaran 
tidak pernah menggunakan hidran banyaknya 
hidran yang rusak yang tidak bisa digunakan 



300

Avisa Meliza, Herry Koesyanto / Penerapan Manajemen Pencegahan / IJPHN (2) (3) (2022)

berkarat dan ada juga hidran tidak ada 
air nya sehingga ini tidak sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/2009.  Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum Nomor 20/PRT/2009 menjelaskan 
bahwa setiap pemerintah kota berkewajiban 
mengadakan merawat dan memelihara hidran 
kebakaran kota serta penggunaan air hidran 
untuk pemadaman kebakaran tidak boleh 
dikenakan biaya/pungutan dan perletakan 
lokasi hidran termasuk pemasangan dan 
pemeliharaannya sesuai dengan peraturan. 
Hidran berfungsi untuk menyemprotkan air 
pada area kebakaran dengan jangkauan luas 
dan jarak jauh disertai tekanan air yang cukup 
kuat untuk memadamkan api (Haramain et al., 
2017). Bidang Operasional dan penyelamatan 
di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
berdasarkan peraturan ada beberapa hal yang 
sudah diterapkan yaitu seperti SOP pasca 
terjadi kebakaran sudah sesuai prosedurnya. 
SOP pelayanan terjadinya pasca kebakaran 
untuk alur nya sudah sangat mudah dan 
dipahami. Manajemen atau langkah awal bila 
kejadian kebakaran atau SOP yang dilakukan 
nya itu bila terjadi kebakaran di Kota Semarang 
ialah pertama masyarakat telepon atau 
menghubungi pihak damkar, lalu informasi 
sudah diterima operator, selanjutnya operator 
akan menanyakan informasi indentitas seperti 
nama penelepon, nomor handphone penelepon/
indetitas, yang terbakar apa, alamatnya dimana, 
jika penelepon menggunakan handphone 
maka operator akan meminta foto bukti atau 
dokumentasi kejadian di titik lokasi jika tidak 
menngunakan handphone maka operator akan 
melakukan pengecekan atau cari informasi jika 
informasi itu benar operator akan menghubungi 
dan menyiapkan pasukan untuk meluncur ke 
titik lokasi kejadian. 

Pasukan yang akan dihubungi yaitu pos 
yang terdekat dari titik lokasi kejadian sehingga 
alur ini sudah sesuai juga dengan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum No 20/PRT/2009. 
Pelaksanaan penanggulangan kebakaran 
dapat dilakukan dengan efisiensi, efektif, 
ekonomis, transparan dan bertanggung jawab 
serta memfasilitas control dan pengawasan 
saat bertugas. (Ramadhani et al., 2019). Dinas 
Pemadam Kebakaran Kota Semarang telah 
melakukan koordinasi atau sudah melakukan 

berkerja sama dengan intansi lain seperti 
POLRI, Rumah Sakit, PDAM dll. Operasional 
dan Penyelamatan korban kebakaran di dinas 
pemadam kebakaran selaku petugas pemadam 
kebakaran dalam menjalankan tugas juga 
melakukan kerjasama dengan instansi terkait 
seperti TNI, POLRI, dan PAM sehingga 
ini sudah sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No 20/PRT/2009. Unsur 
utama yang penting dalam perencanaan 
ini adalah penentuan penyediaan air untuk 
pemadaman kebakaran di setiap WMK 
(Mursyadi, 2016). Pasokan air yang digunakan 
juga sudah berkualitas terpelihara. Waktu 
tanggap di Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Semarang ialah 15 menit walaupun ada kendala 
akan tetapi masih bisa diatasi sehingga ini sudah 
sesuai dengan peraturan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2009. 

Ma’romah (2020) menjelaskan Dinas 
Pemadam kebakaran dan penyelamatan 
dalam memberikan pelayanan pemadaman 
kebakaran membutuhkan waktu 15-20 menit, 
sesuai dan kondisi lapangan serta jarak tempuh 
lokasi kebakaran (Ma’romah & Adianto, 2020). 
Hal yang belum dilakukan atau belum sesuai 
ialah menentukan jumlah kebutuhan air. 
Jumlah kebutuhan air pada pasca kebakaran 
di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
hanya menggunakan dengan firasat saja 
tidak menggunakan rumus sehingga ini 
tidak sesuai berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 
harus menggunakan rumus perhitungan untuk 
mengetahui jumlah air yang diperlukan untuk 
memadamkan api. Berdasarkan Peraturan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2009 
menjelaskan bahwa untuk jumlah kebutuhan 
air minimum tersebut dengan faktor bahaya 
bangunan gedung berdekatan dinyatakan 
dengan rumus. Indikator akses jalan dan 
pasokan air untuk pemadam kebakaran juga 
sangat sulit sehingga ini menjadi hambatan 
pasukan untuk memadamkan api oleh karena 
itu ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/2009. 

Strategi dan taktik di Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Semarang sudah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No 20/PRT/2009. Strategi dan taktik yang 
dilakukan oleh dinas pemadam kebakaran 
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ialah menggunakan Teknik obat nyamuk 
melingkar dari luar mengelilingi titik tengah 
kejadian kebakaran untuk antisipasi tim akan 
menyemprot air yang belum terbakar untuk 
dipisahkan terlebih dahulu atau diselamatkan 
dulu dan akan membatasi yang belum terbakar 
lalu tim ke titik tengah tempat kejadian 
kebakaran tim akan melakukan pemadaman 
penyemprotan air sehingga ini sudah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
No 20/PRT/2009. Strategi terperinci untuk 
meningkatkan api keselamatan di gedung-
gedung di empat bidang utama ini  disajikan, 
dan kebutuhan penelitian dan pelatihan di 
masa depan adalah diidentifikasi. (Kodur et 
al., 2019). Penerapan Manajemen di bidang 
operasional dan penyelamatan berdasarkan 
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
20/PRT/M/2009 sudah ada yang sesuai dan ada 
juga yang belum sesuai. Indikator akses jalan 
dan pasokan air untuk pemadam kebakaran 
juga sangat sulit sehingga ini menjadi hambatan 
pasukan untuk memadamkan api oleh karena 
itu ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum No 20/PRT/2009. 

Pemenuhan terhadap komponen 
akses jalan dan pasokan air untuk pemadam 
kebakaran ini sangat perlu ditingkatkan sebagai 
upaya untuk melakukan proteksi terhadap 
meluas kebakaran dan memudahkan operasi 
penanggulangan kebakaran di lingkungan, 
perdagangan, industri maupun perumahan, 
indikator sarana jalan akses keluar adalah jalur 
dari setiap titik pada suatu bangunan yang 
tidak terhalang dan tersambung ke jalan publik 
(Pratiwi & Koesyanto, 2020). 

Kesimpulan
Penelitian mengenai penerapan 

manajemen pencegahan dan penanggulangan 
kebakaran berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 di 
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
dapat disimpulkan ada yang belum diterapkan 
dan ada yang sudah diterapkan. Kegiatan 
SATLAKAR di Dinas Pemadam Kebakaran 
Kota Semarang sudah dilakukan dan sudah 
sesuai dengan peraturan. Kegiatan SATLAKAR 
di Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang 
tidak dilakukan ke tiap semua kelurahan Kota 
Semarang sehingga ini tidak sesuai dengan 

peraturan. Kegiatan SATLAKAR yang dilakukan 
ialah edukasi dan penyuluhan. Sasaran kegiatan 
SATLAKAR ialah ke masyarakat dan sekolah 
ini sudah sesuai dengan peraturan.

Pasokan air di Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Semarang sudah sesuai dengan 
peraturan. Sumber pemadam kebakaran selain 
air seperti APAR dan Hidran juga sudah ada 
sehingga sudah sesuai dengan peraturan. 
Hidran ada yang tidak dapat digunakan atau 
rusak, belum terpelihara dan pemberian 
label belum dilaksanakan di Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota Semarang sehingga tidak 
sesuai dengan peraturan. Pos pemadam 
kebakaran di Dinas Pemadam Kebakaran Kota 
Semarang sudah merata di tiap titik Kecamatan 
Kota Semarang. Peralatan dan APD di Dinas 
Pemadam Kebakaran Kota Semarang sudah 
lengkap dan memadai sehingga sudah sesuai 
dengan peraturan.

Mekanisme pelaporan pasca kejadian 
kebakaran sudah sesuai dengan peraturan. 
Operasional dan penyelamatan sudah 
berkerjasama dengan instansi seperti Rumah 
Sakit, PDAM, PLN dll sudah sesuai dengan 
peraturan. Jumlah kebutuhan air yang 
ditentukan pada saat kejadian kebakaran hanya 
menggunakan insting saja tidak sesuai dengan 
peraturan. Akses jalan untuk pengambilan air 
masih juga sulit dikarenakan pembangunan 
jalan tidak sesuai dengan peraturan. Strategi 
dan taktik dalam pemadaman kebakaran sudah 
sama dengan peraturan. Waktu tanggap sampai 
ke tujuan TKP sudah tepat 15 menit
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